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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Legalitas penahanan Sdr. Cep Rochman dalam proses penyidikan 

awal yang diilakukan oleh kepolisian  tidak sesuai dengan syarat 

materil dan formil yang di atur dalam Undang-undang No.22 tahun 

2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dan Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Proses 

penahanan Sdr. Cep Rochman disimpulkan penulis telah terjadi 

cacat hukum, yaitu dengan dibatasinya informasi penahanan oleh 

penyidik pada Sdr. Cep Rochman, padahal dengan adanya Informasi 

penahanan tersebut Sdr. Cep Rochman dapat mengetahui hak-

haknya sebagai tersangka sesuai dengan yang ditur oleh Pasal 50 

sampai dengan Pasal 68 KUHAP. 

2. Penerapan Bentuk perlindungan hukum pada tersangka perkara 

kecelakaan lalu lintas menurut KUHAP belum sepenuhnya 

diterapkan, masih banyak  hak-hak tersangka terabaikan seperti 

halnya yang terdapat pada perkara kecelakaan lalulintas yang 

melibatkan Sdr. Cep Rochman. Diantaranya yaitu tidak terpenuhi hak 

tersangka mendapatkan bantuan hukum sesuai Pasal 56 KUHAP,  
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B. Saran 

1. Pejabat disemua tingkat penyidikan harus  memperhatikan kasus 

yang ditanganinya agar tidak terjadi cacat hukum formil dalam proses 

penahanan akibat tidak memperhatikan dan memahami isi dari 

undang-undang. Pejabat disemua tingkat penyidikan harusnya 

menguasai aspek hukum dalam hal ini undang-undang dan peraturan 

yang menyangkut tentang hak dan kewajiban tersangka, sehingga 

dalam penerapannya tujuan hukum dapat dicapai (kepastian hukum 

dan keadilan).  Penggunaan waktu untuk melakukan pencarian saksi 

dan alat bukti harus seefektif mungkin dengan memperhatikan jangka 

waktu penahanan disemua tingkat penyidikan, sehingga legalitas 

penahanannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 

2. Hukum Acara Pidana tentang perlindungan tersangka harus dijadikan 

pedoman dan benar benar diterapkan dalam penanganan tindak 

pidana ringan seperti tindak pidana lalu lintas. Jangan sampai azas 

“Equality before the law” atau persamaan dimuka hukum dan azas 

legalitas terabaikan. Seharusnya pejabat disemua tingkat penyidikan 

memperhatikan isi pasal 56 dan menjalankan tupoksinya sebagai 

praktisi hukum, bukan hanya sebatas memberikan penawaran 

pendampingan penasehat hukum yang seolah menawarkan jasa 

yang dibebankan biaya sehingga dalam keterbatasan pemahaman 

tersangka, tersangka tidak dapat menerima penawaran itu karena 

keterbatasan biaya.  
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